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Halaman 1 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum 

P U T U S A N 

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum 
 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA DUMAI 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:  

PEMOHON, NIK 7402192701910002, tempat dan tanggal lahir Wawoone 27 

Januari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan 

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal 

ini memberi kuasa kepada Abdul Rahman Munthe, S.H. dan Radar 

Oloan Harahap, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang 

berkantor pada ARM LAW OFFICE beralamat di Jalan Syech Umar, 

RT. 003, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota 

Dumai, Provinsi Riau, Telp: 0823-8754-7707, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus No. 072/ARM/SKK.CT/XII/2023 tertanggal 06 Desember 2023,  

yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan 

Agama Dumai Nomor XXXX/SK/12/2023/PA.Dum, tanggal 07 

Desember 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan 

alamat email: malikibrahimmaulana442@gmail.com, selanjutnya 

disebut sebagai Pemohon; 

Lawan 

TERMOHON, NIK 7402196202890001, tempat dan tanggal lahir Tetemotaha 

22 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan 

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi 

Riau (Depan bandara Medang kampai, ayam potong bandara berkah), 

No. HP 082171363578, sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut;   

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum 

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;  

;  

DUDUK PERKARA 

Menimbang, Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 

tanggal 06 Desember 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah 

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor 

XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil 

sebagai berikut;  

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2009 telah dilangsungkan perkawinan 

antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan 

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah 

dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, sebagaimana dalam 

Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/03/XII/2009, tertanggal 01 Desember 

2009; 

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan 

Termohon berstatus Gadis; 

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di 

rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten 

Wonggeduku, Provinsi Sulawesi Tenggara; kemudian pindah ke rumah 

sewa yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah; 

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah 

berhubungan layaknya suami istri (Ba’da Dukhul), dan telah dikaruniai 2 

orang anak yang masing-masing bernama: 

a. ANAK, NIK 7402197105100001, tempat dan tanggal lahir Tetemotaha 

31 Mei 2010, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTP/Sederajat; 

b. ANAK, NIK 7402194403170001, tempat dan tanggal lahir Tetemotaha 

04 Maret 2017, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD/Sederajat; 

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya 

berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon 

dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum 

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh 

karena: 

a. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon; 

b. Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan 

rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran; 

6. Bahwa percekcokan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan 

memuncak pada tahun 2017 yang menyebabkan antara lain: 

a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017, 

Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena 

merasa tidak dihargai sebagai suami oleh Termohon;  

b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan 

kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir 

maupun bathin sejak tahun 2017; 

c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik 

dan tidak saling memedulikan lagi; 

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, 

Pemohon telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga 

Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi 

untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut 

rumah tangga semakin sulit diselesaikan; 

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana 

yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk 

membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah 

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik 

diputus karena perceraian; 

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Pemohon 

terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus 

dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah 

memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 

1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam “Antara suami dan 

isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum 

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; sehingga berdasar 

hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan; 

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara. 

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini 

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai c.q. Majelis 

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari 

persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa 

dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

PRIMER: 

1. Mengabulkan gugatan Pemohon; 

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj’i 

terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Dumai; 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

SUBSIDER: 

       Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan 

yang seadil-adilnya. 

      Bahwa perkara aquo didaftarkan oleh Kuasa Pemohon secara elektronik, 

Pemohon dipanggil secara elektronik kealamat domisili elketroniknya 

sedangkan Termohon dipanggil oleh jurusita ke alamat domisilnya; 

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan dalam perkara ini 

Pemohon telah memberikan kuasa kepada Abdul Rahman Munthe, S.H. dan 

Radar Oloan Harahap, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang 

berkantor pada ARM LAW OFFICE beralamat di Jalan Syech Umar, RT. 003, 

Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi 

Riau; 

Bahwa Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan 

kelengkapan Surat Kuasa berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita 

Acara Penyumpahan, selanjutnya Majelis menyatakan pemberian kuasa telah 

memenuhi syarat formil dan Kuasa Hukum berhak mendampingi/mewakili 

Pemohon dalam perkara aquo   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum 

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon 

didampingi Kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak 

pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang 

lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di 

persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 

XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 12 Desember 2023, tanggal 15 Desember 

2023 dan tanggal 21 Desember 2023 Termohon telah dipanggil secara resmi 

dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya 

tersebut tanpa didasari alasan yang sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak 

bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil 

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah di panggil secara resmi dan patut,  

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan 

Pemohon yang  isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon/Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa: 

1. Bukti Surat  

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/03/XII/2009 Tanggal 01 

Desember 2009 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan 

oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten 

Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti tersebut telah diberi meterai 

cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai 

dengan yang aslinya, bertanda bukti P; 

Bukti Saksi 

1. SAKSI, NIK. 1472015208920021, umur 31 tahun, agama Islam, 

pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di 

Kota Dumai, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah 

sumpah sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi 

dahulu pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon 2 (dua) 

tahun yang lalu, sedangkan dengan Pemohon saksi sudah kenal sejak 

6 (enam) tahun yang lalu;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Halaman 6 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum 

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan 

suami istri;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa yang 

beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;  

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon 

sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran;  

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon 

sudah tidak harmonis lagi, karena saksi sering melihat dan mendengar 

Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;  

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan 

pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dengan Pemohon 

sehingga Pemohon tidak mengetahui kemana tujuan Termohon;    

- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon, saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan 

mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 

5 (lima) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah 

kediaman bersama;  

- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah berusaha untuk 

menjemput Pemohon untuk tinggal bersama lagi, serta keduanya 

sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling 

pedulikan;  

2. SAKSI, NIK. 1472012304840001, umur 39 tahun, agama Islam, 

pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Dumai, 

Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi 

teman Pemohon sejak tahun 2008 dan saksi bertetangga juga dengan 

Pemohon dan Termohon;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum 

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan 

suami istri;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa yang 

beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;  

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon 

sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran;  

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon 

sudah tidak harmonis lagi, karena saksi sering mendengar Pemohon 

dan Termohon sedang bertengkar;  

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan 

pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

karena Termohon tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri 

yang baik, selain itu berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi bahwa 

Termohon tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon, saksi 

sering melihat Termohon keluar rumah tanpa seizin dengan Pemohon 

sehingga Pemohon tidak mengetahui kemana tujuan Termohon pergi;  

- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon, saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan 

mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak 

tahun 2017 yang lalu; 

-  Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;  

- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah berusaha menjemput 

Pemohon untuk tinggal bersama lagi, serta keduanya sudah tidak 

pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling pedulikan;  

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak 

mengajukan alat bukti apapun lagi; 

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya 

menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan; 
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Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana terurai diatas; 

Menimbang, bahwa perkara a quo di daftar oleh kuasa hukum Pemohon 

secara elektronoik dan dilakukan persidangan secara elektronik  sebagaimana 

di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana 

telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 

Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik; 

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Pemohon 

dalam perkara aquo dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 

(vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh 

karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum 

dan  kuasa Pemohon berkedudukan sebagai Pemohon 

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, 

akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai 

wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu 

alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan 

tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus 

dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg perkaranya 

dapat diputuskan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon 

beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan fotokopi Kutipan 

Akta Nikah Nomor XXXX/03/XII/2009, tertanggal 01 Desember 2009, yang 

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Wonggeduku Kabupaten Konawe, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. 

Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan 
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, 

maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus 

perkara a quo; 

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang 

menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah 

putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian 

diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya 

meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan 

sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin 

Pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat 

Pemohon memiliki legal standing atau rechtsbevoegheid (kewenangan dan 

kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian a quo (legitima 

persona standi in judicio); 

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah 

berusaha maksimal menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali membina 

rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, 

maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 

ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya 

Pemohon telah mendasarkan permohonan cerainya terhadap Termohon 

dengan alasan sejak tahun 2015  rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus 
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menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon tidak 

melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri yang baik, Termohon tidak 

memberikan nafkah batin kepada Pemohon, selain itu Termohon keluar rumah 

tanpa seizin dengan Pemohon sehingga sejak tahun 2017 Pemohon dan 

Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi serta tidak 

saling memperdulikan lagi; 

 Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P. berdasarkan maksud dari 

Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea 

Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang 

Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti P.  tersebut juga dibuat oleh atau di 

hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan 

dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg, oleh karenanya bukti 

dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti 

(dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan 

dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2020 Tentang Bea Meterai); 

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon adalah akta 

autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, 

karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa 

bukti Kutipan Akta Nikah merupakan prima facie evidence (bukti utama) 

terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, 

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara 

Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selanjutnya bukti tersebut 

dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap; 

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Pemohon 

juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan 

keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan 

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim  sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di 

persidangan adalah orang yang telah dewasa dan mempunyai hubungan dekat 
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dengan Pemohon yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksian 

dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 dan keduanya juga telah memberikan keterangan secara 

terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171 - 

175 R.Bg. Oleh karenanya syarat formal saksi telah terpenuhi sehingga 

keduanya patut didengar kesaksiannya dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi Pemohon sebagaimana yang 

telah diuraikan di atas, adalah didasarkan atas pengetahuan dan pendengaran 

saksi secara langsung terkait mengenai kondisi rumah tangga Pemohon 

dengan Termohon dan kesaksian mana juga saling bersesuaian dan relevan 

dengan dalil gugatan Pemohon, oleh karenanya secara materiil berdasarkan 

ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesakasian para saksi patut diterima dan 

dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah; 

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon 

tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan 

substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, 

ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum 

sebagai berikut: 

− Bahwa hubungan hukum (rechtsbetrekking) Pemohon dan Termohon 

adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang 

bernama ANAK, dan ANAK; 

− Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar 

sejak tahun 2015 yang disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan 

tugasnya sebagai seorang istri yang baik, Termohon tidak memberikan 

nafkah batin kepada Pemohon, selain itu Termohon keluar rumah tanpa 

seizin dengan Pemohon;    

− Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 

sejak tahun 2017, selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon 

tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan 

lagi; 

− Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon 

dan Termohon, namun tidak berhasil; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus 

dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah 

berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul 

kembali dalam satu rumah; 

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. 

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga 

yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan 

lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. 

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Pemohon dan 

Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan 

telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini 

menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah dan 

rapuhnya ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon dan keadaan ini 

tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga 

dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir 

dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi 

dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (vide Yurisprudensi 

MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003); 

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan sikap, 

tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, kehendak bercerai 

dari Pemohon tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang 
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berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Pemohon tidak 

sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya; 

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang tejadi 

dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Pemohon, sehingga 

pilihan terbaik bagi Pemohon maupun Termohon dan demi kemaslahatan 

keduanya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka 

Pengadilan berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Pemohon dan 

Termohon adalah perceraian; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin yang 

dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab Al-Asybah wa 

al-Nazhair, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah: Beirut 

Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi 

pendapat Pengadilan sebagai berikut: 

 درء المفاسد أولى من جلب المصالح
 Artinya:  

“Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih 

kemaslahatan”. 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli 

yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan seperti termuat dalam Kitab 

I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi; 

 

Artinya: 

“Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia 

bersembunyi atau membangkang”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, 

maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon tersebut telah 

memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 
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Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan 

Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap 

Termohon dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh 

karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini 

dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I  

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke persidangan, tidak hadir ;   

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;   

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap 

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai; 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp444.000,00 ( empat ratus empat puluh empat ribu rupiah););   

 Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Dumai pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Laila Nofera Bakar, S.Ag., 

M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Husnimar, S.Ag., 

M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada 

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para 

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Januardi, S.Kom., M.H. sebagai 

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hokum Pemohon tanpa 

hadirnya Termohon. 

Ketua Majelis,  
 
 

dto  
 

Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag. 
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Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum 

  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II, 

  
  

dto  dto  
  
  

Dra. Hj. Yusnimar, M.H. Husnimar, S.Ag., M.H 
 
    Panitera Pengganti, 

 

  dto 

 
    Januardi, S.Kom., M.H. 

 

Rincian biaya: 

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,- 

2. Biaya Proses : Rp. 60.000,00,- 

3. Biaya Panggilan : Rp314.000,00, 

4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00,- 

5. PNBP :    Rp  20.000,00 

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00,- 

JUMLAH : Rp444.000,00,- 

                          (empat ratus empat puluh empat  ribu rupiah)                              
. 
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